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PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 
1. Selaras dengan pembahasan yang diuraikan dalam bab IT dan bab mmaka 
kesimpulan yang dapat diambil mengenai bentuk perlindungan hukum bagi 
konsumen terhadap segal a kegiatan yang dilakukan pelaku usaha (pengusaha 
parsel) berkaitan dengan prod uk pangan yang terdapat pada parsel adalah 
melalui pemberdayaan keseimbangan perlindungan kepentingan antara 
konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan UU No. 81 1999 yang diwujudkan 
melalui: 
a. 	 penerapan pasal 7 huruf (a) dan (b) bagi para pengusaha parsel yang 
berkewajiban mempunyai itikad baik dan jujur dalam menjalankan 
usahanya; 
b. 	 pen~rapan prinsip caveat vendor bagi pengusaha parsel untuk berhati­
hati~ 
c. 	 penerapan prinsip caveat emptor bagi konsumen untuk berhati-hati, 
teliti, dan waspada dalam membeli parset 
2. Sedangkan bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh 
konsumen apabila produk dalam parsel tidak layak untuk dikonsumsi adalah 
dengan dikenakannya sanksi yang tegas bagi setiap pengusaha parsel sebagai 
pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang 
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No.8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa 
dapat dilakukan melalui pengadilan seperti yang dirumuskan pasal 48 UU No.8 
tahun 1999 maupun diluar pengadilan yang dapat dilakukan melalui Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan BPKN sebagai lembaga 
yang menerima pengaduan/ keluhan konsumen atau BPSK (pasa149 UU NO.8/ 
1999). 
4.2 Saran 
1. 	 Bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha parsel dalam menjalankan 
usahanya sebaiknya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan 
keuntungan bagi dirinya. Akan tetapi lebih baik apabila mereka dapat 
memberikan yang terbaik pada konsumen. sehingga mampu memuaskan 
konsumen. Bagi konsumen akan lebih baik apabila bersikap hati-hati, 
teliti, dan waspada sebelum membeli suatu produk barang dan! jasa, 
khususnya dikaitkan dengan pembahasan tulisan ini yaitu terhadap 
pembelian parset. Sehingga risiko timbulnya kerugian dapat dihindari. 
2. 	 Perlunya pensosialisasian terhadap UU No. 8/ 1999 mengenai 
perlindungan konsumen kepada masyarakat dan penegakan hukum dapat 
dikembangkan melalui pemberian sanksi yang tegas bagi siapapun yang 
melakukan pelanggaran terhadap UU ini. 
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